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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Potensi yang dimiliki  oleh  anak  sebagai   penerus  generas   yang  akan  

datang,  perlu  di kembangkan  dan  dibina secara  berkesinabungan,  bukan  saja  

menjadi  tanggung  jawab  keluarga  (ayah  dan  ibu),  menjadi kewajiban bersama 

dengan pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia,  mengingat  masa  depan  dari  

suatu  bangsa  ikut  ditentukan  pula  dengan  kehadiran  anak  yang  cerdas,  

berbakat  dan  berakhlak  mulia. 

Manusia ialah makhluk sosial yang dapat saling berinteraksi dengan baik 

terhadap sesama ataupun terhadap makhluk lainnya yang terikat oleh hukum yang 

menentukan apa yang bisa dilaksanakan dan yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti 

pada pengertian hukum yang diungkapkan oleh Achmad Ali bahwa hukum 

merupakan sepasang kaidah atau ukuran yang terstruktur pada sebuah sistem yang 

menetapkan apa yang bisa dan yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia yang 

merupakan warga masyarakat pada kehidupan bermasyarakat.1 

Pada  kehidupan  sehari,  menunjukan  bahwa  angka  kejahatan  yang  

dilakukan  oleh  anak-anak  cenderung  meningkat,  mulai  dari  penyalahgunaan 

obat  terlarang,  minuman  keras  sampai  pada  kejahatan  yang  biasa  dilakukan  

                                                           
1Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian  

Filsofis dan Sosiologi, Jakarta, Gunung Agung 2002, hlm 35 



oleh  orang  dewasa,  seperti  kejahatan  pencurian,  penganiayaan  bahkan  

kejahatan  perkosaan. 

Wujud antisipasi dalam mencegah terjadinya dampak negatif dan proses 

peradilan pidana pada anak, bisa dilaksanakan sebuah aktivitas atau kebijakan 

untuk mengatasi atau menangani persoalan mengenai anak tanpa sebuah proses 

pidana. Akan terjadi sebuah tekanan dan stigma semasa melaksanakan proses 

peradilan pada anak, maka dari hal tersebut semua kegaiatan yang dilaksanakan 

sebagai bentuk peradilan anak baik dari polisi, jaksa, hakim, atau pejabat lainnya, 

perlu dilandasi dari sebuah prinsip yaitu untuk kesejahteraan anak dan 

kepentingan anak. 

Penyimpangan  yang  mengarah  kepada  bentuk  kejahatan  yang  

dilakukan  anak,  tidak  ada  satupun  yang  bisa  lepas  dari  jeratan  hukum,  

dengan  kata  lain  seorang  atau  beberapa  orang  anak  yang  melakukan  

kejahatan  akan  tetap  diminta  pertanggung  jawaban  secara  hukum. 

Untuk itu,  sebagai dari upaya generasi muda untuk memajukan dan 

melindungi anak-anak akan meneruskan prinsip perjuangan bangsa dan menjadi 

aset sumber daya manusia yang  cukup  potensial,  perlu  terus  menerus  dibina  

dan  dikembangkan  kelak  menjadi pemimpin  bangsa  di  kemudian  hari.  

Dalam  kenyataannya  menghadapi berbagai masalah dan keprihatinan 

masyarakat,  tanpa  kita  sadari   ada anak yang menyimpang dari norma dalam 

perilakunya, terlebih lagi ada anak muda yang melanggar hukum  yang  mengarah  

pada  krimininalitas. 



Menelaah asas-asas perlindungan anak, khususnya asas non diskriminasi 

yang mendahulukan kepentingan paling baik untuk anak maka dari itu dibutuhkan 

penghargaan pada anak, salah satunya pada anak yang terlibat dalam tindak 

pidana. Sehingga dibutuhkan sebuah sistem peradilan pidana anak yang 

didalamnya memiliki proses penanganan kasus anak diluar bentuk pidana 

konvensional. Adanya sebuah persepktif atau ide dalam hal tersebut dengan 

mengalihkan atau diversi, dikarenakan lembaga permasyarakatan tidak termasuk 

resolusi dalam menangani persoalan pada anak, bahkan lembaga permasyarakatan 

sangat mudah timbul pelanggaran-pelanggaran pada anak. Hal tersebut 

menjadikan gagasan diversi terutama pada konsep Restoratif Justice merupakan 

sebuah pertimbangan yang terpenting untuk mengatasi kasus pidana yang terjadi 

pada anak. 

Penanganan kasus tindak pidana terjadi pada anak dibawah umur, dalam 

prinsipnya merujuk pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang SPPA menjelaskan prinsip-

prinsip secara umum terhadap perlindungan anak, yakni non diskriminasi, hal 

terbaik untuk anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan, serta menghargai 

keikutsertaan anak. 

Pasal 1 angka 2 UU SPPA dibagi menjadi 3 (tiga) pengertian anak yang 

berhadapan pada hukum, yakni anak yang memiliki konflik terhadap hukum, anak 

yang merupakan korban dari tindak pidana, serta anak yang merupakan saksi 

tindak pidana. Anak yang memiliki konflik terhadap hukum, yang kemudikan 



dikatakan anak ialah anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diperkirakan telah terlibat tindak pidana. 

Sehingga  menjadi  uregensi  penulis  meneliti  dan  mengangkat  judul“  

Penyelesaian  Kejahatan  yang  Dilakukan  Anak  Dibawah  Umur  

Diwilayah  Hukum  Kepolisian  Sektor  Jelutung  Kota  Jambi”. 

B. Perumusan Masalah  

Dari penjelasan yang  telah  dikemukakan  diatas,  adapun  yang  menjadi  

pokok  permasalahan  yang  akan  diteliti,  sebagai  berIkut: 

1. Bagaimanakah  proses  penyelesaian  kejahatan  yang  dilakukan  anak  

dibawah  umur  wilayah  hukum  kepolisian  sektor  jelutung? 

2. Apa  saja  kendala  dan  upaya  yang  dihadapi  dalam  proses  penyelesaian  

kejahatan  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  wilayah  hukum  kepolisian  

sektor jelutung? 

C.Tujuan Penelitian Dan Penulisan  

1. Tujuan penelitian  

 Tujuan  penelitian  dari  penulis  skripsi, yaitu: 

a. Memahami bagaimanakah  proses  penyelesaian  kejahatan  yang        

dilakukan  anak  dibawah  umur  wilayah  kepolisan  sektor  jelutung. 

b. Memahami  apa  saja  kendala  dan  upaya  yang  dihapai  dalam  proses  

penyelesaian  kejahatan  anak  dibawah  umur  wilayah  kepolisian  

sektor  jelutung. 

 



2. Tujuan Penulisan  

 Tujuan penulisan dari penulis skripsi, yaitu: 

a. Untuk melengkapi akhir akademik, melamar posisi sebagai Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 

b. Tujuan dari hasil penulisan yang dialakukan ialah untuk memperoleh 

pengetahuan yang banyak, informasi, dan pemahaman bagi penulis  

tentang  proses  penyelesaian  kejahatan  yang  dilakukan  anak  dibawah  

umur  wilayah  Kepolisian  Sektor  jelutung  Kota  Jambi 

D.  Kerangka  Konseptual 

Sesuai dengan kerangka konseptual, dan sesuai dengan judul skripsi diatas  

sebagai  berikut: 

1. Penyelesaian  Hukum  dan  Kejahatan 

Adalah proses mempersiapkan dan menyajikan setiap kasus, termasuk 

memberikan informasi rinci tentang prosedur dan bekerja sama untuk 

menemukan dan menangani masalah hukum melalui pengadilan. 

Istilah kejahatan diambil dari kata jahat yang berarti sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jelek, yang didasari oleh akhlak dan perbuatan seseorang. 

Kejahatan merupakan perilaku buruk atau tindakan yang buruk. Menurut 

hukum, kejahatan merupakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan 

hukum atau yang tidak diperbolehkan Undang-undang. Sehingga dibutuhkan 



sebuah kejelasan hukum yang akan menjadikan seseorang mengetahui yang 

dimaksud tindakan buruk dan yang bukan tindakan buruk.2 

2. Anak dan Dibawah Umur 

Umur pada seseorang menjadi suatu standar untuk mengkaji sebuah hukum 

dalam menetapkan golongan pertanggung jawaban terhadap tindakan yang 

dikerjakannya. Sehingga, batasan pada penelitian yang dilakukan 

memfokuskan terhadap batasan umur untuk memberi sebuah penjelasan 

mengenai anak. Pada umumnya, definisi anak terjadi perkembangan dengan 

bervariasi. Pada KBBI diterangkan pada definisi anak merupakan seorang 

manusia yang masih kecil.3 Pada sumber lainnya diterangkan bahwa anak 

merupakan kondisi manusia normal yang terbilang berusia muda dan 

sementara proses menemukan jati dirinya dan emosionalnya masih tidak 

stabil, sehingga terlalu mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan. 

Sedangkan Romli Atmasasmita, anak merupakan seseorang yang masih 

dibawah umur dan belum dewasa, dan belum menikah.4 

Menurut KBBI  dibawah umur  dikatkan masih  belum  dewasa  sementara  

menurut  R.  Soesilo pada  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  

menerangkan bahwa anak di bawah umur ialah seseorang yang usianya 

                                                           
2Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat 

dan Pencegahannya,Jakarta: Bina Aksara 1987, hlm 24 
3W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 

Balai Pustaka, 1976, hlm 735 
4Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum 

Islam (Maqasid AsySyari’ah) (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm 56 



dibawah 21 tahun dan belum kawin, pada definisi tersebut dia masih dianggap 

dewasa jika dia menikah dan bercerai sebelum usia 21 tahun.5 

3. Wilayah Hukum 

Wilayah kekuasaan Badan Pengadilan untuk menerima pengaduan dan 

mengadili suatu perkara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengadilan 

disebut wilayah hukum.  Jadi  bila  dikerucutkan  kebawah,  wilayah  hukum  

adalah  suatu  daerah  dimana  adanya  kekuasaan  dan  wewenang  yang  

dimiliki  aparat  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  untuk  menegak  

hukum  di itempat  asal  institusinya  berada   

4. Kepolisian  Sektor  Jelutung  Kota  Jambi  adalah struktur komando 

kecamatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.. 

E. Landasan Teoritis  

Yang  menjadi  landasan  teori  penulis menggunakan berbagai teknik 

dalam menyusun tesis ini  yaitu: 

a. Teori  absolut 

Menurut teori ini orang dihukum murni karena mereka sudah 

melakukan kejahatan atau kegiatan kriminal. Menurut teori ini, Kent dan 

Hegel adalah orang pertama yang mengajukan hipotesis ini. Teori absolut 

dilandasi dari keyakinan bahwa hukuman bukan hanya tidak praktis, seperti 

merehabilitasi pelanggar, tetapi hukuman adalah persyaratan pasti, tidak 

                                                           
5 Ibid 58 



hanya sebuah hal yang harus diberikan namun juga merupakan kebutuhan, 

atau esensi dari hukuman ialah pembalasan  (revegen).6 

b. Teori  Relative 

Pada teori ini yang dinilai menjadi landasan hukum pidana ialah bukan 

pembalasan, melainkan sasaran pada pidana tersebut. Sehingga teori ini 

memberi kesadaran untuk hukuman yang merupakan maksud dan tujuan 

pemidanaan tersebut, yang berarti teori ini mencari manfaat dari pemidanaan 

tersebut. Teori ini juga disebut dengan teori nisbi yang merupakan landasan 

dijatuhkan sebuah hukuman sebagai maksud dan tujaun hukuman sehingga 

didapatkan manfaat dan sebuah penghukuman. 

Dalam menggambarkan secara jelas terkait teori relatif, Muladidan 

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa: “Pidana tidak hanya sebagai 

penghukuman atau pembalasan untuk seseorang yang sudah melakukan 

sebuah perbuatan pidana namun memiliki tujuan tertentu yang berguna, 

sehingga teori ini sering dikatakan (Utilitarian Theory) merupakan dasar 

pembenaran adanya pidana. Pada teori ini berada pada tujuannya, pidana 

diberikan bukan bukan  “quia peccatum est” (dikarenakan seseorang 

melakukan kejahatan) tetapi “Ne Peccetur” (agar orang tidak membuat 

kejahatan).7 

                                                           
6 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 

hlm 11 
7Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

Bandung, Alumni, 1984, hlm 16 



Teori relatif memiliki tujuan dalam menghindari sehingga ketertiban 

pada masyarakat tidak terusik. Teori relatif pada ilmu pengetahuan hukum 

pidana terbagi atas dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah 

menjelaskan bahwa: 

1. Prevensi  Umum  (generale  preventie) 

Diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana yang sifatnya 

menakuti termasuk teori yang paling lama. Pada hal ini yang difokuskan 

adalah eksekusi pidana yang sudah diberikan. Pada beberapa perspektif yang 

memfokuskan pada eksekusi pidana, maka sebuah eksekusi dari pidana yang 

ditunjukkan pada umum sudah pasti memberi rasa ketakutan seluruh hal layak 

masyarakat yang berkeinginan buruk. 

2. Prevensi  Khusus  (speciale  preventie) 

Tujuan pidana pada teori khusus adalah menjadikan keinginan jahat 

tertahan dari pembuat (dader). Pidana dilakukan untuk menahan pembuat 

mengulangi tindakannya atau menahan pembuat dalam membuat kejahatan 

yang sudah dibuat. Sebuah representasi mengenai pidana yang sifatnya 

prevensi khusus, yaitu: 

a. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang memberi ketakutan agar 

bisa menahan khusus “gelegenheidsmisdadiger” melaksanakan keinginan 

jahat. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang merubah untuk 

pelanggar yang kedepannya membutuhkan sebuah reclasserin. 



b. Pidana perlu mengandung sebuah anasir yang melenyapkan untuk 

pelanggar yang sudah tidak bisa diubah. 

c. Tujuan utama dari pidana yaitu menjaga tata tertib hukum. Prevensi 

khusus memiliki tujuan menghalangi agar pelanggar tidak melakukan 

pelanggaran atau berbuat kejahatan kembali. Dalam meraih tujuan 

ketertiban masyarakat dengan teori ini, maka pidana mempunyai tiga 

bentuk sifat, yakni: 

a) Sifatnya memberi ketakutan; 

b) Sifatnya mengubah; serta 

c) Sifatnya melenyapkan. 

c. Teori Retributif-teleologis. 

Teori ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sifatnya bermacam-

macam, dikarenakan menyatukan terhadap prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan 

retributif menjadi satu kesatuan. Teori ini berbentuk ganda, yang mana 

pemidanaan dinilai menjadi sebuah kritik moral untuk merespon perbuatan yang 

tidak benar. Sementara ciri teleologisnya berada pada gagasan bahwa tujuan 

kritik moral itu yaitu sebuah pembaruan atau perbaikan tindak pidana diwaktu 

selanjutnya. 

F.  Metode  Penelitian   

Metode Penelitian merupakan tahapan prinsip dan proses dalam 

menyelesaikan persoalan yang muncul selama penelitian  hukum. Penelitian 

hukum memerlukan semua upaya untuk menemukan jawaban yang benar 



dan/atau jawaban yang tidak salah dengan cara apa pun tentang semua masalah 

hukum hasil penelitian yang menyeluruh diperlukan untuk menjelaskan dan 

menyelesaikan masalah saat ini.8 

1. Jenis  Penelitian   

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian tentang  Penyelesaian  

Kejahatan  yang  Dilakukan  Anak  Dibawah  Umur  Diwilayah  Hukum  

Kepolisian  Sektor  Jelutung  Kota  Jambi  ini  bersifat  yuridis  empiris  yaitu  

metode pendekatan masalah yang telah diteleti  mencermati  ketetapan-

ketetapan yang ada pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dan  

kemudian  apakah  itu  diterapkan  dengan  baik  atau  tidak  dalam  

pelaksanaan  hukum.9 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian  yang dilakukan memakai  Penelitian  Hukum  Sosiologis  

(sicio  legal  research)  adalah  studi yang berbentuk  studi-studi  empiris  

dalam  mengemukakan teori-teori terkait proses terjadinya dan terkait proses  

berlangsungnya hukum pada masyarakat, yang memiliki tujuan dalam 

memperlihatkan kenyataan berdasarkan peristiwa dengan detail dan jelas, dan 

pengumpulan data dari latar alami yang menggunakan diri peneliti menjadi 

instrument  rinci  yang merupakan penjelas dari persoalan yang dikaji yaitu  

                                                           
8ZainudinAli,MetodePenelitianHukum,SinarGrafika,Jakarta,2011,hlm 

18 
9SoerjonoSoekanto,MetodePenelitianHukum,Penerbit,Ghalia,Jakarta,20

00,hlm 1 



Penyelesaian  Kejahatan  Yang  Dilakukan  Anak  Dibawah  Umur  Diwilayah  

Hukum Kepolisian  Sektor  Jelutung  Kota  Jambi 

3. Sumber Data  

Sumber data yang dipakai dalam penelitian hukum ialah data primer 

dan data skunder.  Data terdiri dari: 

a. Sumber hukum primer, yakni bahan-bahan yang dapat ditemukan 

di ruang sidang  mengikat  yang  masih  revlan  didapatkan dari 

sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan 

berkaitan erta terhadap persoalan yang dikaji. Sumber-sumber 

primer yang digunakan yaitu:  buku-buku, perundang-undangan, 

jurnal  atau  karya  ilmiah   

b. Bahan hukum sekunder, yakni data hukum yang memberikan 

kejelasan  pada data  hukum  primer  yaitu,  penelitian dilapangan  

dengan  cara  terjun  langsung  kepihak-pihak  yang  berhubungan 

terhadap persoalan yang dikaji.  

4. Teknik Pengambilan Data 

Penulis memperoleh data yang valid dan benar dikarenakan 

melakukan pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yang disamakan 

pada pendekatan penelitian.  Teknik pengumpulan data primer dan sekunder 

yang diapakai, yaitu: 

a. Wawancara   



Wawancara ialah kondisi peran antara seseorang yang berhadapan, 

jika seseorang yaitu pewancara memberikan pertanyaan yang disusun 

dalam mendapatkan jawaban yang sesuai terhadap persoalan penelitain 

untuk narasumber. 

b. Studi kasus   

Studi kasus merupakan bentuk yang ada didalam penelitian yang 

termasuk pemeriksaan dengan detail pada satu latar atau satu subjek atau 

satu tempat pengarsipan berkas atau satu fenomena tertentu. 

5. Teknik Pengambilan Sampel   

Teknik yang dipakai ialah purposive sampling yakni sampel yang diteliti 

dengan standar tertentu yang  berpengaruh  untuk  mengambil  data  yang  

diteliti  diteknik  sampel  yaitu: 

1. 3  anggota  Kanit  Reskrim  Polsek  Jelutung 

2. 2  orang  korban 

6. Analisa  Data 

Dari  data  yang  didapatkan berupa  data  primer  ataupun  data  sekunder  

yang  diperoleh  hasil  observasi,  kemudian  digabungkan,  disusun, 

dikerjakan serta dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu,  yang kemudian 

dianalisa.  Analisis dikerjakan dengan kualitatif, disajikan dalam bentuk 

uraian-uraian yang bermuara  kepada  kesimpulan. 

 

 



G.  Sistematika  Penulisan   

Adapun sistem  pemulisan  dalam  penulisan  skripsi  ini  terdiri  atas  5  

Bab  dari  setiap  bab  diuraikan kembali  kedalam  sub-sub  dan  tiap-tiap  sub  

bab  diuraikan kembali  kedalam bagian  kecil  berdasarkan  keperluan  yang  

susunannya  tergambar  sebagai  berikut: 

Bab  pertama  Pendahuluan  mencakup  7  (tujuh)  sub  bab,  yakni  sub  

bab  latar  belakang,  sub  bab  perumusan  masalah,  sub  bab  tujuan  penelitian  

dan  penulisan,  sub  bab  kerangka  konseptual,  sub  bab  landasan  teori,  sub  

bab  metode  penulisan,  sub  bab  pendekatan,  dan  sub  bab  sistematika  

penulisan.  Pembahasan  dalam  bab  ini  bermaksud  sebagai  kerangka  teori  

untuk  memudahkan  dalam  pendahuluan  skripsi  ini. 

Bab  Kedua  Tinjauan  Umum  Mengenai  Penyelesaian  Kejahatan  

dan  Anak,  didalam  bab  ini  memuat  tentang  Pengertian  Anak,  Faktor-faktor  

penyebab  terjadinya  tindak  pidana,  hak-hak  anak,  perlindungan  hukum  

terhadap  anak  dan  penyelesaiannya. 

Bab  ketiga  Tinjauan  Umum  mengenai  Kepolisian,didalam  bab  ini  

memuat  tentang  ruang  lingkup  kepolisian  dan  tugas dan  wewenang  polsek  

sebagai  penyelidik  dan  penyidik 

Bab  keempat  Pembahasan,  didalam  bab  ini  memuat  pembahasan  

tentang Penyelesian  Kejahatan  Yang  Dilakukan  Anak  Dibawah  Umur  

mengenai  kebijakan  non  penal,  kendala-kendala  dan  upaya  yang  dihadapi  



dalam  proses  penyelasaian  kejahatan  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  

pada  tahap  penyidikan  diwilayah  Hukum  Polsek  Jelutung  Kota  Jambi. 

Bab  kelima  Penutup  mencakup  kesimpulan pada persoalan yang teruai  

didalam  bab-bab  sebelumnya.  Bab ini disampaikan juga terkait saran penulis 

yang diberikan dalam pemecahan persoalan yang  dibahas  dalam  penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB iII 

TINDAK iPIDANA iTENTANG iANAK iDIBAWAH Iumur 

 

A. Pengertian iAnak 

Anak imenurut ibahasa iadalah iketurunan ikedua isebagai ihasil iantara 

ihubungan ipria idan iwanita. iDalam ikonsideran iUndang-Undang iNomor i23 

iTahun i2002 itentang iperlindungan ianak, idikatakan ibahwa ianak iadalah 

iamanah idan ikaruni iTuhan iYang iMaha iEsa, iyang idalam idirinya imelekat 

iharkat idan imartabat isebagai imanusia iseutuhnya.10. 

Lebih ilanjut idikatakan ibahwa ianak iadalah itunas, ipotensi, idan 

igenerasi imuda ipenerus icita-cita iperjuangan ibangsa, imemiliki iperan 

istrategis ibangsa idan iNegara ipada imasa idepan. iOleh ikarena iitu iagar isetiap 

ianak ikelak imampu imemikul itanggung ijawab itersebut, imaka iia iperlu 

imendapat ikesempatan iyang iseluas-luasnya iuntuk itumbuh idan iberkembang 

isecara ioptimal, ibaik ifisik, imental imaupun isocial, idan iberaklak imulia, 

iperlu idilakukan iupaya iperlindungan iserta iuntuk imewujudkan ikesejateraan 

ianak idengan imemberikan ijaminan iterhadap ipemenuhan ihak-haknya iserta 

iadanya iperlakuan itanpa idiskriminasi 

                                                           
10M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

2013, hlm 8 



Children iare ithe iliving imessages iwe isend ito ia itime iwe iwill inot 

isee i(anak iadalah ipesan ihidup iyang ikita ikirim iuntuk imasa iyang itidak ikita 

ilihat), ibegitulah iJphn iW iWhitehed idalam iLenny iN.Rosalin 

imenggambarkan ipentingnya ianak isebagai igenerasi ipenerus isekaligus iasset 

iterbesar iuntuk iinvestasi iyang imenjadi iindicator ikeberhasilan isuatu ibangsa 

idalam imelaksanakan ipembangunan. iKeberhasilan ipembangunan ianak iakan 

imenetukan ikualitas isumber idaya imanusia idimasa iyang iakan idating, iserta 

imerupakan igenerasi iyang iakan imenjadi ipenerus ibangsa isehingga imereka 

iharus idipersiapkan idan idiarahkan isejak idini iagar idapat itumbuh idan 

iberkembang imenjadi ianak iyang isehat ijasmani idan irohani, imaju, imandiri 

idan isejahtera imenjadi isumber idaya iyang iberkualitas idan idapat imenghadapi 

itantangan idi imasa idating. iOleh ikarena iitu iupaya ipembangunan ianak iharus 

idimulai isedini imungkin imulai idari ikandungan isehingga itahap-tahap 

itumbuh i ikembang iselanjutnya11. 

Betapa ipentingnya iposisi ianak ibagi ibangsa iini, imenjadikan ikita 

iharus ibersikap iresponsive idan iprofesif idalam imenata iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku. iApabila ikita imelihat idefinisi ianak isebagaimana 

idiungkapkan idi iatas, ikita idapat ibernafas ilega ikarena idipahami isecara 

ikomprehensif. iNamun, iuntuk imenetukan ibatas iusia idalam ihal idefinisi 
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ianak, imaka ikita iakan imendapatkan iberbagai imacam ibatasan iusia ianak 

imengingat iberagamnya idefinsi ibatas iusia ianak idalam ibeberapa iundang-

undang, imisalnya i:12 

1) Undang-Undang iNomor 1 iTahun i1974 itentang iPerkawinan, 

iMensyaratkan iusia iperkawinan i16 itahun ibagi iperempuan idan i19 

itahun ibagi ilaki-laki i 

2) Undang-Undang iNomor 4 iTahun i1979 itentang iKesejahteraan iAnak 

imendefinisikan ianak iberusia i21 itahun idan ibelum ipernah ikawin. 

3) Undang-Undang iNomor i3 iTahun i1997 itentang iPengadilan iAnak 

imendefinisikan ianak iadalah iorang iyang idalam iperkara inakal itelah 

iberusia idelapan itahun, itetapi ibelum imencapai i18 itahun idan ibelum 

ipernah ikawin. 

4) Undang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang iHak iAsasi iManusia 

imenyebutkan ibahwa ianak iadalah isesorang iyang ibelum iberusia i18 

itahun idan ibelum ipernah ikawin 

5) Undang-Undang iNomor i13 iTahun i2003 itentang iKetenagakerjaan 

imembolehkan iusia ibekerja i15 itahun 

6) Undang-Undang iNomor i20 iTahun i2003 itentang iSistem iPendidikan 

iNasional imemberlakuan iwajib iBelajar i9 itahun, iyang idikonotasikan 

imenjadi ianak iberusia i7 isampai i15 itahun. 
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Berbagai imacam idefinisi itersebut, imenunjukan iadanya idiharmonisasi 

iper-undang-undangan iyang iada. iSehingga ipada ipraktiknya idilapangan, iakan 

ibanyak ikendala iyang iterjadi iakibat idari iperbedaan itersebut. 

Sementara iitu, imengacu ipada iKonvensi iPBB itentang iHak iAnak 

i(convention ion ithe iRight iof ithe iChild), imaka idefinisi ianak: i“Anak iberarti 

isetiap imanusia idi ibawah iumur i18 itahun, ikecuali imenurut iundang-undang 

iyang iberlaku ipada ianak, ikedewasaan idicapai ilebih iawal”. iUntuk iitu, 

iUndang-Undang iNomor 35 iTahun i2014 itentang iperlindungan iAnak 

imemberikan idefinisi ianak iadalah iseseorang iyang ibelum iberusia i18 

i(delapan ibelas) itahun, itermasuk ianak iyang imasih idalam ikandungan. iHadi 

isupeno imengungkap ibahwa isemestinya isetelah ilahir iUndang-Undang 

iPerlindungan iAnak iyang idalam istrata ihukum idikategorikan isebagai ilex 

ispecialist, isemua iketentuan ilainnya itentang idefinisi ianak iharus idisesuikan, 

itermasuk ikebijakan iyang idilahirkan iserta iberkaitan idengan ipemenuhan ihak 

ianak. i13 

B. Faktor-Faktor iPenyebab iAnak iMelakukan iKejahatan 

Friendlander idan iApte idalam iSoetarso i(2004) imenjelaskan ibahwa 

ikejahatan itidak idisebabkan isatu isumber, iantara ilain ifactor iheredeter, 

istruktur ibiologis, iatau ipengaruh ilingkungan, itetapi iberanekaragam ifactor 

iyang isaling iberkaitan. iFaktor-faktor itersebut iantara ilain iheredeter idan 

ibioligis, ikesehatan iyang iburuk, icacat ifisik, iketidnormalan, igangguan isaraf, 
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iberbagai itingkatan igangguan imental itermasuk ipsikosis, iinstabilitas imental, 

iperasaan iselalu itidak iaman, idorongan iseksual itidak iterkontrol, iatau 

iperilaku ineurotis. iFactor-faktor ilingkungan, ipenelantaran iatau ipenolakan 

ioleh iorangtua, ianggota ikeluarga ilain iatau iteman, ipengaruh imerusak 

ikeluarga ipecah, isikap icriminal ikeluarga, itetangga iatau ikelompok ipenjahat 

idi idaerah ikumuh, ipendidikan irendah, ikurangnya irekreasi isehat, ipengaruh 

imerusak idari iTV, iradio, iKoran, icerita icriminal, ibioskop idan ibuku ikomik. 

i14 

Sementara iitu iMuhidin i(1997: i57-58) imelihat ibahwa isebab-sebab 

idari ikenakalan ianak isangat ikompleks. iSebab-sebab ikejahatan ianak-anak 

idapat idikategorikan imenjadi itiga ikelompok, iyaitu iFaktor-faktor iindividu, 

ifactor ikeluarga, idan ifactor imasyarakat. 

Faktor iIndividu. iTermasuk ifaktor iindividu iadalah ikondisi ibiologis, 

iseperti icacat ifisik, ikelemahan ibiologis iyang imengakibatkan ipertumbuhan 

idan itingkah ilaku iabnormal. iAnak-anak iyang imengalami ikemunduran 

imental i(mentally iretarded) idan ipertumbuhan iintelegensi idi ibawah inormal, 

ipsychopathic, idan ineorosa iyang imemungkinkan ianak-anak imelakukan 

itindak iasocial. iBentuk-bentuk ilain iyang imengakibatkan itingkah ilaku 

ikenakalan itermasuk iketidstabilan iemosi iyang idisebabkan ioelh irasa irendah 

idiri, itempramen iyang itidak itekontrol idan ikonflik-konflik idalam idiri. 

iSebab-sebab ilain idari ikejahatan iyang itermasuk ifaktor iinduvidu iadalah 
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ikebiasaan ipada iwaktu ikecil iyang iselalu idalam ikeadaan itakut idan 

ipenyalahgunaan ialcohol idan inarkotika. 

Faktor ikeluarga. iPengaruh inegative idari ikehidupan ikeluarga, iseperti 

iperceraian iatau iperpecahan irumah itangga, iadalah ianak-anak imenjadi 

iterlantar. iAnak-anak itidak imendapatkan ikasih isayang idan iperawatan iyang 

iwajar. iKeluarga iyang iselalu ibertengkar, itanpa idisiplin iserta ikondisi 

iperumahan iyang itidak imemadai, ikurangnya iwaktu iluang idan irekreasi iserta 

ikurangnya ipendidikan imoral idan iagama idalam ikeluarga, ijuga imenyebabkan 

ikejahatan. 

Faktor imasyarakat. iPengaruh idari i“gang” idan istreet icorner 

iassociation i(kelompok ianak ijalanan) iyang idisebabkan ioleh ikurangnya 

irekreasi iyang isehat idan icommunity icentre iatau iyouth icentres imendorong 

ianak iuntuk iberkumpul idan iberkenalan idengan ipeminum, ipenjudi, idan 

iprostitusi. iJuga ipengaruh inegative idari ifilm, imajalah, ibuku, idan isurat 

ikabar idapat imendorong ianak iuntuk imelakukan itindakan iavonturir. 

Faktor ilemahnya ipenegakan ihukum. iPihak ipenegak ihukum 

ikadang-kadang imenyimpang idari inilai-nilai ihukum iyang ihidup idalam 

imasyarakat, isehingga iada ipelaku ikejahatan iAnak imelakukan iTindak 

iKriminal iyang imendapat ihukuman iyang iterlalu iringan. iDan iakibatnya 

ibegitu ikeluar idari ilembaga ipermasyarakatan imaka ipelaku imengulangi 

iperbuatan ijahat itersebut. 

 



C. Hak-Hak iAnak i 

Perlindungan ianak iadalah isegala ikegiatanuntuk imenjamin 

idanmelindungi ianak idan ihak-haknya iagar idapat ihidup, itumbuh, 

iberkembang  dan iberpartisipasi isecara ioptimal isesuai idengan iharkat idan 

imartabat ikemanusiaan, iserta imendapat iperlindungan idari ikekerasan idan 

diskriminasi. 

Anak isebagai igolongan irentan imemerlukan iperlindungan iterhadap 

hak-haknya. iSebagaimana idiketahui imanusia iadalah ipendukung hak isejak 

lahir, idan idiantara ihak itersebut iterdapat ihak iyang ibersifat imutlak isehingga 

perlu idilindungi ioleh isetiap iorang. iHak iyang idemikian iitu itidak iterkecuali 

juga idimiliki ioleh ianak, inamun ianak imemiliki ihak-hak khusus iyang 

ditimbulkan ioleh ikebutuhan-kebutuhan ikhusus iakibat iketerbatasan 

kemampuan isebagai ianak. iKeterbatasan iitu iyang ikemudian imenyadarkan 

dunia ibahwa iperlindungan iterhadap ihak ianak imutlak idiperlukan iuntuk 

menciptakan imasa idepan ikemanusiaan iyang ilebih ibaik.15 

Anak iadalah igenerasi ipenerus iyang iakan idatang. iBaik iburuknya 

imasa idepan ibangsa itergantungpula ipada ibaik iburuknya ikondisi ianak isaat 

iini. iBerkaitan idengan ihal itersebut, imaka iperlakuan iterhadap ianak idengan 

icara iyang ibaik iadalah ikewajiban ikita ibersama, iagar iia ibisa itumbuh 

iberkembang idenganbaik idan idapat imenjadi ipengemban irisalah iperadaban 

ibangsa iini. iBerkaitan idengan iperlakuan iterhadap ianak itersebut, imaka 
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ipenting ibagi ikita imengetahui ihak-hak ianak idan ikewajiban ianak.Terlebih 

idalam ipemenuhan ihaknya, iseorang ianak itidak idapat imelakukan isendiri 

idisebabkan ikemampuan idan ipengalamannya iyangmasih iterbatas. iOrang 

idewasa, ikhususnya iorang itua imemegang iperanan ipenting idalam imemenuhi 

ihak-hak ianak.16 

Konstitusi iIndonesia, iUndang-Undang Dasar i1945 isebagai inorma 

ihukm iteringgi itelah imenggariskan ibahwa i“setiap ianak iberhak iatas 

ikelangsungan ihidup, itumbuh, idan iberkembang iserta iberhak iatas 

iperlindungan idari ikekerasan idan idiskriminasi”. iDengan idicantumkannya 

ihak ianak itersebut idalam ibatang itubuh ikonstitusi, imaka ibisa idiartikan 

ibahwa ikedudukan idan iperlindungan ihak ianak imerupakan ihal ipenting iyang 

iharus idijabarkan ilebih ilanjut idan idijalankan idalam ikenyataan isehari-hari. 

Pasal i2 iUndang-Undang iNomor i4 itahun i1979 imenyatakan ibahwa: i 

(1) Anak iberhak iatas ikesejahteraan, iperawatan, iasuhan idan ibimbingan 

iberdasarkan ikasih isayang iyang ibaik idalam ikeluarganya imaupun idi 

idalam iasuhan ikhusus iuntuk itumbuh idan iberkembang idengan iwajar. 

(2) Anak iberhak iatas ipelayanan iuntuk imengembangkan ikemampuan idan 

ikehidupan isosialnya, isesuai idengan ikebudayaan idan ikepribadian ibangsa, 

iuntuk imenjadi iwarga iNegara iyang ibaik idan iberguna. 

(3) Anak iberhak iatas ipemeliharaan idan iperlindungan, ibaik isemasa idalam 

ikandungan imaupun isesudah imelahirkan. 
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(4) Anak iberhak iatas iperlindungan iterhadap ilingkungan ihidup iyang idapat 

imembahayakan iatau imenghambat ipertumbuhan idan iperkembangan 

idengan iwajar. 

(5) Dalam ikeadaan iyang imembahayakan, ianaklah iyang ipertama-tama iberhak 

imendapat ipertolongan, ibantuan, idan iperlindungan i 

(6) Anak iyang itidak imempunyai iorang itua iberhak imemperoleh iasuhan ioleh 

inegara iatau iorang iatau ibadan. i 

(7) Anak iyang itidak imampu iberhak imemperoleh ibantuan iagar idalam 

ilingkungan ikeluarganya idapat itumbuh idan iberkembang idengan iwajar. 

(8) Anak iyang imengalami imasalah ikelakua idiberi ipelayanan idan iasuhan 

iyang ibertujuan imenolongnya iguna imengatasi ihambatan iyang iterjadi 

idalam imasa ipertumbuhan idan iperkembangannya, idan ijuga idiberikan 

ikepada ianak iyang itelah idinyatakan ibersalah imelakukan ipelanggaran 

ihukum iberdasarkan ikeputusan ihakim. 

(9) Anak icacat iberhak imemperoleh ipelayanan ikhusus iuntuk imencapai 

itingkat ipertumbuhan idan iperkembangan isejauh ibatas ikemampuan idan 

ikesanggupan ianak iyang ibersangkutan. 



(10) Bantuan idan ipelayanan, iyang ibertujuan imewujudkan ikesejateraan ianak 

imenjadi iha ikatas isetiap ianak itanpa imembeda-bedakan ijenis ikelamin, 

iagama, ipendirian ipolitik, idan ikedudukan isocial.17 

D. Ketentuan iUndang-Undang iPerlindungan iAnak 

1. Ketentuan iPasal i59 idiubah isehingga iberbunyi isebagai iberikut: 

Pasal i59   

1. Pemerintah iDaerah, idan ilembaga inegara ilainnya iberkewajiban 

idan ibertanggung ijawab iuntuk imemberikan iPerlindungan iKhusus 

ikepada iAnak. 

2. Perlindungan iKhusus ikepada iAnak isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(1) idiberikan ikepada: 

a. Anak idalam isituasi idarurat; 

b. Anak iyang iberhadapan idengan ihukum; 

c. Anak idari ikelompok iminoritas idan iterisolasi; 

d. Anak iyang idieksploitasi isecara iekonomi idan/atau iseksual; 

e. Anak iyang imenjadi ikorban ipenyalahgunaan inarkotika, 

ialkohol, ipsikotropika, idan izat iadiktif ilainnya; 

f. Anak iyang imenjadi ikorban ipornografi; 

g. Anak idengan iHIV/AIDS; 

h. Anak ikorban ipenculikan, ipenjualan, idan/atau iperdagangan; 
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i. Anak ikorban iKekerasan ifisik idan/atau ipsikis; 

j. Anak ikorban ikejahatan iseksual; 

k. Anak ikorban ijaringan iterorisme; 

l. Anak iPenyandang iDisabilitas; 

m. Anak ikorban iperlakuan isalah idan ipenelantaran; 

n. Anak idengan iperilaku isosial imenyimpang; idan 

o. Anak iyang imenjadi ikorban istigmatisasi idari ipelabelan 

iterkait idengan ikondisi iOrang iTuanya. 

2. iDi iantara iPasal i59 idan iPasal i60 idisisipkan i1 i(satu) ipasal, iyakni iPasal 

i59A isehingga iberbunyi isebagai iberikut: 

Pasal i59A 

Perlindungan iKhusus ibagi iAnak isebagaimana idimaksud idalam iPasal i59 

iayat i(1) idilakukan imelalui iupaya: 

a. penanganan iyang icepat, itermasuk ipengobatan idan/atau irehabilitasi 

isecara ifisik, ipsikis, idan isosial, iserta ipencegahan ipenyakit idan 

igangguan ikesehatan ilainnya; 

b. pendampingan ipsikososial ipada isaat ipengobatan isampai 

ipemulihan; 

c. pemberian ibantuan isosial ibagi iAnak iyang iberasal idari iKeluarga 

itidak imampu; idan 

d. pemberian iperlindungan idan ipendampingan ipada isetiap iproses 

iperadilan. 



3.Ketentuan iPasal i60 idiubah isehingga iberbunyi isebagai iberikut: 

Pasal i60 

Anak idalam isituasi idarurat isebagaimana idimaksud idalam iPasal i59 iayat 

i(2) ihuruf ia iterdiri iatas: 

3. Anak iyang imenjadi ipengungsi; 

4. Anak ikorban ikerusuhan; 

5. Anak ikorban ibencana ialam; idan 

6. Anak idalam isituasi ikonflik ibersenjata. 

4.Ketentuan iPasal i63 idihapus. 

5.Ketentuan iPasal i64 idiubah isehingga iberbunyi isebagai iberikut: 

Pasal i64 

Perlindungan iKhusus ibagi iAnak iyang iberhadapan idengan ihukum 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i59 iayat i(2) ihuruf ib idilakukan 

imelalui: 

a. perlakuan isecara imanusiawi idengan imemperhatikan ikebutuhan 

isesuai idengan iumurnya; 

b. pemisahan idari iorang idewasa; 

c. pemberian ibantuan ihukum idan ibantuan ilain isecara iefektif; 

d. pemberlakuan ikegiatan irekreasional; 

e. pembebasan idari ipenyiksaan, ipenghukuman, iatau iperlakuan ilain 

iyang ikejam, itidak imanusiawi iserta imerendahkan imartabat idan 

iderajatnya; 



f. penghindaran idari ipenjatuhan ipidana imati idan/atau ipidana 

iseumur ihidup; 

g. penghindaran idari ipenangkapan, ipenahanan iatau ipenjara, ikecuali 

isebagai iupaya iterakhir idan idalam iwaktu iyang ipaling isingkat; 

h. pemberian ikeadilan idi imuka ipengadilan iAnak iyang iobjektif, 

itidak imemihak, idan idalam isidang iyang itertutup iuntuk iumum; 

i. penghindaran idari ipublikasi iatas iidentitasnya. 

j. pemberian ipendampingan iOrang iTua/Wali idan iorang iyang 

idipercaya ioleh iAnak; 

k. pemberian iadvokasi isosial; 

l. pemberian ikehidupan ipribadi; 

m. pemberian iaksesibilitas, iterutama ibagi iAnak iPenyandang 

iDisabilitas; 

n. pemberian ipendidikan; 

o. pemberian ipelayanan ikesehatan; idan 

p. pemberian ihak ilain isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-

undangan. 

 

 

 

 

 



E. Perlindungan iHukum iTerhadap iAnak iYang iMelakukan iKejahatan 

Ajaran iagama imenyatakan isetiap ianak iterlahir ike idunia idalam ifitrah 

iatau isuci, ibak ikertas iputih. iKemudian iorang ituanya iyang imenjadikan isang 

ianak, imenjadi ibaik iataukah isebaliknya, ijahat.18 

Dalam iUndang-Undang iNomor 4 iTahun i1979 itentang iKesejahteraan 

iAnak, isecara itegas idinyatakan ibahwa ianak iberhak iatas ipemeliharaan idan 

iperlindungan isejak idalam ikandungan iibunya. iSelain iitu ianak iberhak iatas 

iperlindungan iterhadap ilingkungan ihidup iyang imembahayakan iatau 

imenghambat ibagi ipertumbuhannya idengan iwajar. 

Menurut iArif iGosita iSH., idosen iHukum iPerlindungan iAnak 

iUniversitas iIndonesia, iperlindungan ianak imerupakan iupaya-upaya iyang 

imendukung iterlaksananya ihak-hak idan ikewajiban. iSeseorang ianak iyang 

imemperoleh idan imempertahankan ihak iuntuk itumbuh idan iberkembang 

idalam ihidup isecara iberimbang idan ipositif, iberarti imendapat iperlakuan 

isecara iadil idan iterhindar idari iancaman iyang imerugikan. iUsaha-usaha 

iperlindungan ianak idapat imerupakan isuatu itindakan ihukum iyang 

imempunyai iakibat ihukum, isehingga imenghindarkan ianak idari itindakan 

iorang itua iyang isewenang-wenang.19 

Anak inakal iitu imerupakan ihal iyang iwajar-wajar isaja, ikarena itidak 

iseorang ipun idari iorang itua imengehdaki ikenakalan ianaknya iberlebihan 

                                                           
18 MOCH.FAISAL SALAM,SH.,MH. HUKUM ACARA PERADILAN 

ANAK DI INDONESIA. Penerbit cv.mandar maju hlm 5-7 
19 Ibid. 



isehingga imenjurus ike itinda ipidana. iPada ikenyataannya ibanyak ikasus 

ikejahatan iyang ipelakunya ianak-anak. iJika iditelusuri, iseringkali ianak iyang 

imelakukan itindak ipidana iadalah ianak ibermasalah iyang ihidup iditengah 

ilingkungan ikeluarga iatau ipergaulan isocial iyang itidak isehat. 

Di idalam ipraktek ipenanganan ibeberapa ikasus iyang idilakukan ioleh 

ianak iternyata idilakukan isecara itidak imanusiawi, iseperti iperlakuan iterhadap 

iadang i(9 itahun) idi iYogyakarta, iMuhidin i(9 itahun), idan iMuchtar i(14 

itahun) idi iUjung iPandang.20 

Perlindungan ianak iadalah isuatu iusaha imengadakan ikondisi idan 

isituasi, iyang imemungkinkan ipelaksanaan ihak idan ikewajiban ianak isecara 

imanusiawi ipositif, iyang imerupakan ipula iperwujudan iadanya ikeadilan 

idalam iberbagai ibidang ipenghidupan idan ikehidupan ibernegara, 

ibermasyarakat, idan iberkeluarga iberdasarkan ihukum idemi iperlakuan ibenar, 

iadil, idan ikesejahteraan ianak. 

Melindungi ianak iadalah imelindungi imanusia, idan imembangun 

imanusia iseutuhnya. iHakekat ipembangunan inasinal iadalah ipembangunan 

imanusia iIndonesia iseutuhnya iyang iberbudi iluhur. iMengabaikan 

iperlindungan iterhadap ianak, iberakibat idapat imenimbulkan iberbagai 

ipermasalahan isocial iyang imengganggu ipenegakan ihukum, iketertiban, 

ikeamanan, idan ipembangunan inasional.21 

                                                           
20  Ibid, hal 10 
21 Ibid, hlm 12 



Dalam iusaha iperlindungan iterhadap ianak idapat idilakukan i: 

a. Perlindungan isecara ilangsung. 

Perlindungan isecara ilangsung imerupakan iusaha iyang ilangsung 

iberkaitan idengan ikepentingan ianak iantara ilain ipencegahan idari isegala 

isesuatu iyang idapat imerugikan iatau imengorbankan ikepentingan ianak 

idisertai ipengawasan isupaya ianak iberkembang idengan ibaik idan 

ipenjagaan iterhadap igangguan idari idalam idirinya idan iluar idirinya. 

b. Perlindungan itidak ilangsung. 

Dalam ihal iini iyang iditangani ibukanlah ianak isecara ilangsung, 

itetapi ipara ipartisipasi ilainnya idalam iperlindungan ianak. iSeperti ipara 

iorang itua, ipetugas, iPembina, idan ilain isebagainya. iUsaha-usaha 

iperlindungan ianak iyang itidak ilangsung itersebut iadalah isebagai iberikut: 

1. Mencegah iorang ilain imerugikan ikepentingan ianak imelalui iperaturan 

iperundang-undangan. 

2. Meningkatkan ipengertian itentang ihak idan ikewajiban ianak. 

3. Pembinaan imental, ifisik, isocial ipara ipartisipasi ilain, idalam irangka 

iperlindungan ianak. 

4. Penindakan imereka iyang imenghalangi iusaha iperlindungan ianak. 

Menurut iEma iSofwan iSjukrie iSH., iSekretaris iMahkamah iAgung 

iyang imenyatakan ibahwa ipenyelsaian iperkara ianak inakal iatau ianak 

iterlantar iserta iperkaranya iyang imenyangkut ikepentingan ianak, ikarena 



imeningat isifatnya iyang ikhusus, iharus iditangani isecara ikhusus. iDengan 

ibegitu iada ijaminan ikondisi ianak itanpa imengabaikan iprinsip ikeadilan. 

Penanganan ikasus iyang imelibatkan ianak-anak, ijuga iharus 

idilakukan ioleh ipejabat ikhusus iatau isetidaknya imampu imemahami 

ikondisi ianak. iIni isesuai idengan iketentuan idalam iHukum iPidana idan 

iKitab iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana. 

Menurut iProf. iDr. iBarda iN iArief iSH., iDosen iUniversitas 

iDiponegoro imenyatakan ibahwa iperlindungan ibagi ianak idapat idiartikan 

isebagai iupaya iperlindungan ihukum iterhadap iberbagai ikebebasan idan 

ihak iasasi ianak i(fundamental irights iand ifreedoms iof ichildren) iserta 

iberbagai ikepentingan iyang iberhubungan ihukum ibagi ianak imencakup 

iruang ilingkup iyang isangat iluas. i22 

Undang-Undang iNomor i23 iTahun i2002 itentang iPerlindungan 

iAnak isecara i iumum idikatakan, i“Anak iadalah iamanah isekaligus ikarunia 

iTuhan iYang iMaha iEsa, iyang isenantiasa iharus ikita ijaga ikarena idalam 

idirinya imelekat iharkat, imartabat, idan ihak-hak isebagai imanusia iyang 

iharus idijunjung itinggi. iHak iasasi ianak imerupakan ibagian idari ihak 

iasasi imanusia iyang itermuat idalam iUndang-Undang iDasar i1945 idan 

iKonvensi iPerserikatan iBangsa-Bangsa itentang iHak-hak iAnak. idari isisi 

ikehidupan iberbangsa idan ibernegara, ianak iadalah imasa idepan ibangsa 

                                                           
22 Muladi, Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan, dalam 

Muladi dan Barda Namawi Arief, Bungs Rampai Hukum Pidans, Bandung: 

Citra Aditya, 1992, hlm 87. 



idan igenerasi ipenerus icita-cita ibangsa, isehingga isetiap ianak iberhak iatas 

ikelangsungan ihidup, itumbuh, idan iberkembang, iberpartisipasi iserta 

iberhak iatas iperlindungan idari itindak ikekerasan idan idiskriminasu iserta 

ihak isipil idan ikebebasan.”23 

 i“ iMeskipun iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i1999 itentang 

iHak iAsasi iManusia itelah imencantumkan itentang ihak ianak, ipelaksanaan 

ikewajiban idan itanggung ijawab iorang itua, ikeluarga, imasyarkat, 

ipemerintah, idan iNegara iuntuk imemberikan iperlindungan ipada ianak 

imasih imemerlukan isuatu iUndang-Undang iini ididasrkan ipada 

ipertimangan ibahwa iperlindungan ianak idalam isegala iaspeknya 

imerupakan ibagian idari ikegiatan ipembangunan inasional, ikhususnya 

idalam imemajukan ikehidupan iberbangsa idan ibernegara”. i“Orang itua, 

ikeluarga, idan imasyarakat ibertanggung ijawab iuntuk imenjaga idan 

imemelihara ihak iasasi itersebut isesuai idengan ikewajiban iyang 

idibebankan ioleh ihukum. iDemikian ipula idalam irangka ipenyelenggaraan 

iperlindungan ianak, iNegara idan ipemerintah ibertanggung ijawab 

imenyediakan ifasilitas idan iaksebilitas ibagi ianak, iterutama idalam 

imenjamin ipertumbuhan idan iperkembangannya isecara iptimal idan 

iterarah.” i“Undang-Undang iini imenegaskan ibahwa ipertanggung ijawaban 

iorang itua, ikeluarga, imasyarakat, ipemerintah, idan iNegara imerupakan 

irangkaian ikegiatan iyang idilaksanakan isecara iterus-menerus idemi 

                                                           
23 Ibid. 



iterlindunginya ihak-hak ianak. iRangkaian ikegiatan itersebut iharus 

iberkelanjutan idan iterarah iguna imenjamin ipertumbuhan idan 

iperkembangan ianak, ibaik ifisik, ispiritual imaupun isocial. iTindak iini 

ibermaksudkan iuntuk imewejudkan ikehidupan iterbaik ibagi ianaka iyang 

idiharapkan isebagai ipenerus ibangsa iyang ipotensial, itangguh, imemiliki 

inasionalisme iyang idijiwai ioleh iakhlak imulia idan inilai iPancasila, iserta 

iberkemauan ikeras imenjaga ikesatuan idan ipersatuan ibangsa idan iNegara.” 

i“Upaya iperlindungan ianak iperlu idilaksanakan isedini imungkin, iyakni 

isejak idari ijanin idalam ikandungan ismpai ianak iberumur i18 i(delapan 

ibelas) itahun. iBertitik itolak idari ikonsepsi iperlindungan ianak iyang iutuh, 

imenyeluruh, idan ikomprehensif, iUndang-Undang iini imeletakkan 

ikewajiban imemberikan iperlindungan ikepada ianak iberdasarkan iasas-asas 

isebagai iberikut: i 

a. Nondiskiminasi i 

b. Kepentingan iyang iterbaik ibagi ianak i 

c. Hak iuntuk ihidup, ikelangsungan ihidup, idan iperkembangan 

d. Penghargaan iterhadap ipendapat ianak 

Dalam imelakukan ipembinaan, ipengembangan idan iperlindungan 

ianak, iperlu iperan imasyarakat, ibaik imelalui ilembaga idan iperlindungan 

ianak, ilembaga ikeagamaan, ilembaga iswadaya imasyarakat, iorganisasi 

ikemasyarakatan, iorganisasi isocial, idunia iusaha, imedia imassa, iatau 

ilembaga ipendidikan. i i i 



Walaupun ianak isemula idipandang isebagai ibeban iekonomi, itetapi 

ikarena ikeberhasilan ianak iakan imengangkat iderajat iorang itua, imaka 

iorang itua iakan imengusahakan iapa isaja iagar imasa idepan ianak ilebih 

ibaik idari imereka, iakibatnya iketergantungan ianak iterhadap iorang itua 

itinggi iyang imengakibtkan ikemandirian ianak iberkurang. i 

Menurut iarif iGosita, iperlindungan ianak iadalah isuatu ihasil 

iinteraksi ikarena iadanya iinterelasi iantara ifenomena iyang iada idan isaling 

imempengaruhi.24 iOleh isebab iitu ikita iharus imengetahui iadanya, iterjadi 

iperlindungan ianak iyang ibaik iatau iburuk, itepat iatau itidak. iMaka ikita 

iharus imelihat ifenomena imana iyang imempunyai iperan ipenting idalam 

iterjadinya ikegiatan iperlindungan ianak. 

Pemerintah iIndinesia itelah imemperkuat ikebijakan inasional idan 

ikerangka iperundang-undangan iuntuk imelindungi ihak-hak ianak ikarena 

iamanat iUndang-Undang iDasar i1945 ipasal i28b iayat i2 imenyatakan 

ibahwa: 

“Setiap ianak iberhak iatas ikelangsungan ihidup, itumbuh ikembang, 

iserta iberhak iatas iperlindungan idari ikekerasan idan idiskriminasi”. 

Produk ihukum iyang ipaling imenonjol idalam iupaya iperlindungan 

iterhadap ianak iadalah iadanya iberbagai iUndang-Undang iyang imengatur 

itentang ianak, iyaitu: 

                                                           
24Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan), 

Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Popular, Jakarta, 2004, hlm 240 



1. Undang-Undang iNomor  4 iTahun i1979 itentang ikesejahteraan ianak 

2. Undang-Undang iNomor  3 iTahun i1997 itentang iPengadilan iAnak 

3. Undang-Undang iNomor  20 iTahun i1999 itentang ipengesahan 

iKonvensi iILO iNomor  138 imengenai iuntuk idiperbolehkan ibekerja 

4. Undang-Undang iNomor 1 iTahun i2000 itentang ipengesahan ikonvensi 

iILO iNomor  182 imengenai iPelanggaran idan iTindakan iSegera 

iPenghapusan iBentuk-Bentuk iPekerjaan iTerburuk iUntuk iAnak idan 

Undang-Undang iNomor  39 iTahun i1999 iTentang iHak iAsasi iManusia 

 

 

  



BAB iIII 

TINJAUAN iUMUM iTENTANG iPERAN iKEPOLISIAN iDALAM 

iPENANGGULANGAN iKEJAHATAN iYANG iDILAKUKAN  

OLEH ANAK 

 

A. Peran iKepolisian iDalam iPenaggulangan iKejahatan iYang iDilakukan 

iOleh iAnak i i i i i i i i i i i i 

a) Tugas iPreventif 

1) iMengadakan iPenyuluhan iHukum 

Masih irendahnya itingkat ipengetahuan ianak iterhadap ipentingnya 

iaturan ihukum iyang iseharusnya itidak iboleh idilanggar. iOleh isebab iitu 

iperlu idiadakannya ibimbingan idan ipenyuluhan ikepada imasyarakat 

itentang idampak inegatif imelakukan isuatu itindak ikejahatan, iyang ilebih 

iburuknya itindak ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak ikarena idapat 

imembentuk iwatak iyang iburuk iterhadap iperilaku idimasa idepan. iMaka 

idari iitu iperlu iadanya ikoordinasi iantara iaparat ikepolisian, iguru-guru 

iatau iwali idisekolah idan ijuga iterpenting iadalah ipengawasan iorang itua. 

2) iDibentuknya iPolmas i(Polisi iMasyarakat) 

 Salah isatu icara iyang idilakukan iaparat ikepolisian iyaitu idengan 

imembentuk iPolnas idalam imencegah iterjadinya itindak ikejahatan 

ikhususnya iyang idilakukan ioleh ianak. iHal iini ibertujuan iuntuk 

imendekatkan idiri iaparat ikepolisian ikepada imasyarakat, ijuga ibertujuan 



iuntuk imencari iinformasi idari imasyarakat itentang ikejahatan iyang iterjadi 

idilingkungan itersebut. iBahwa iPolmas idibentuk itiap idesa idengan 

iberkoordinasi idengan itokok imasyarakat idan idilaksanakan iyang 

ibertujuan ijuga iuntuk imencari idan imemperoleh iinformasi idari 

imasyarakat itentang ikejahatan iyang iterjadi idi ilungkungan iyang 

idimaksud. 

 3)Melakukan iPatroli 

  Mengadaakan ipatroli imerupakan isalah isatu iupaya iyang iefektif 

idalam imencegah iterjadinya ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak, iyang 

imana iaparat iKepolisian iterjung ilangsung ike imasyarakat idan ibergabung 

idalam imenjaga ikeamanan idan iketertiban. iMengatakan ibahwa itempat-

tempat iyang idiadakan ipatrol iadalah idaerah iyang isering imenjadi itempat 

irawan iterjadinya ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak. iAdapun ijenis 

ipatroli iyang idilakukan ioleh iKepolisian iadalah idengan isituasi idan 

ikondisi idaerah imasing-masing idiantaranya: 

1. Patroli irutin, iyaitu ipatroli iyang idilakukan isecara iterus imenerus, 

isesuai idengan ijadwal iyang itelah iditentukan. 

2. Patroli iselektif, iyaitu ipatroli iyang idilakukan ipada idaerah-daerah 

itertentu iatau idaerah iyang idisangka isering iterjadinya idaerah 

ikejahatan. 

  



b) Tugas iRepresif 

Sebagai ipenyelidik imaka ipolisi imemiliki iwewenang iuntuk 

imenerima ilaporan iuntuk imenerima ilaporan iatau ipengaduan idari 

iseseorang itentang iadanya isuatu itindak ipidana, imelakukan itindakan 

ipertama ipada isaat iditempat ikejadian, imenyuruh iberhenti iseorang 

itersangka, idan imemeriksa itanda ipengenal idari itersangka, idan 

imemeriksa itanda ipengenal idari itersangka, imengadakan itindak ilain 

imenurut ihukum iyang ibertanggung ijawab. 

Sebagai ipenyidik, ipolisi idapat imelakukan itindakan iberupa 

ipenangkapan, ilarangan imeninggalkan itempat, ipenggeledahan idan 

ipenyitaan, ipemeriksaan, ipenyitaan isurat, imengambil ijari isidik, 

imembawa idan imenghadapkan iseseorang ikekejaksaan. iUntuk iitu iperan 

idari ikepolisian ipenanggulangan ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak 

iharus ilebih iditingkatkan ilagi iagar ipencegahan idan ipenanggulangan 

ikejahatan iyang idilakukan ioleh ianak ibisa ilebih iefektif. iNamun idalam 

iupaya ipencegahan idan ipenanggulangan ikejahatan iyang idilakukan ioleh 

ianak itersebut iditemui ibeberapa ihambatan isehingga idari ipihak 

ikepolisian idituntut iuntuk ilebih ibekerja ikeras ilagi iuntuk imewujudkan 

idan imemelihara ikeamanan, ikeselamatan ijiwa iraga, iharta ibenda idan 

idalam iupaya ipenegakan ihukum. 

  



B. Langkah iyang idilakukan ioleh ipenyidik iuntuk imelakukan itugas idan 

kewenangan ikejahatan iyang idilakukan ianak idibawah iumur 

1) Penyelidik 

Tugas ipenyidik iadalah imelaksanakan ipenyidikan iyaitu 

iserangkaian itindakan ipenyidik iuntuk imencari idan imenemukan isuatu 

iperistiwa iyang iadanya isebagai itindak ipidana iguna imenetukan idapat 

iatau itidaknya ipenyelidikan imenurut icara iyang idiatur idalam iKitab 

iUndang-Undang iHukum iAcara iPidana i(KUHAP). 

Kaitannya idengan iusaha iuntuk imengungkapkan isebuah iperistiwa 

iuntuk idapat idikaitkan isebagai iperistiwa ipidana iatau isebaliknya iguna 

ikepentingan ipenyelidikan, ipenyelidik ikarena ikewajibannya idan iatas 

iperintah ipenyidik imempunyai iwewenang iuntuk imelakukan itindakan-

tindakan itertentu. 

Wewenang ipenyelidik idiatur idalam iPasal i5 iKUHAP 

imenegaskan: 

1. Penyelidik isebaimana itersebut idalam iPasal i4 iKUHAP 

a. Karena ikewajibannya imempunyai ikewenangan 

1. Menerima ilaporan iatau ipengaduan idan iseorang itentang 

iadanya itindak ipidana. 

2. Mencari iketerangan idan ibarang ibukti 

3. Menyuruh iberhenti iseseorang idan imenanyakan iserta 

imemeriksa itanda ipengenal idiri. 



4. Mengedakan itindak ilain imenurut ihukum iyang ibertanggung 

ijawab. i 

b. Atas iperintah ipenyidik idapat imelakukan itindakan iberupa 

1. Penangkapan, ilarangan imeninggalkan itempat, ipengeledahan 

idan ipenyitaan. 

2. Pemeriksaan idan ipenyitaan isurat. 

3. Mengambil isidik ijari idan imemotret iseseorang 

4. Membawa idan imenghadapkan iseseorang ikepada ipenyidik. 

2. Penyidik imembuat idan imenyampaikan ilaporan ihasil ipelaksanaan 

itindak isebagimana itersebut idalam ihuruf ia idan ib ikepada ipenyidik 

2) Penyidik i 

Tugas ipenyidik iadalah imelaksanakan ipenyidik iyaitu iserangkaian 

itindakan ipenyidik idalam ihal imenurut icara iyang idiatur idalam ikitab 

iUndang-Undang iAcara iPidana i(KUHAP) iuntuk imencari iserta 

ipengumpulan ibarang ibukti iitu imembuat iterang itentang itindak ipidana 

iyang iterjadi iguna imenentukan itersangkanya. iDi isamping iitu ipenyidik 

ijuga imempunyai itugas i: 

1. Memuat iberita iacara itentang ihasil ipelaksanaan itindakannya 

2. Menyerahkan iberkas iperkara ikepada ipenuntut iumum iatau ijaksa, 

ipenyidik iyang idari ipegawai inegeri isipil imenyerahkan idengan 

imelalui ipenyidik iyang idari ipejabat ipolisi iNegara. iPenyerahan 

iberkas iperkara imeliputi idua itahap iyaitu i: 



1. Penyidik ihanya imenyerahkan iberkas iperkara 

2. Dalam ihal ipenyidik isudah idianggap iselesai, ipenyidik 

imenyerahkan itanggung ijawab iatau itersangka idan ibarang ibukti 

ikepada ipenuntut iumum. 

Dalam imelakukan itugas itersebut iseorang ipenyidik iwajib iuntuk 

imenjunjung itinggi ihukum iyang iberlaku, iketentuan iini isesuai idengan 

iPasal i7 iAyat i3 iKHUAP. 

Pemberian iwewenang ikepada ipenyidik ibukan isemata-mata 

ididasarkan ipada ikekuasaan itapi iberdasarkan ikewajiban idan itanggung 

ijawab. iDengan ikedudukan, itingkatan, ikepangkatan, ipengetahuan iserta 

iberat iringannya ikewajiban idan itanggung ijawab ipenyidik. 

Wewenang ipenyidik iyang idari ipejabat iKepolisian iNegara 

iterdapat idalam iPasal i7 iKUHP iditerangkan ibahwa i: 

1. Penyidik isebagaimana idimaksud idalam ipasal i6 iayat i(1) ihuruf ia 

ikarena ikewajibannya imempunyai iwewenang. 

a. Menerima ilaporan iatau ipengaduan idari iseseorang itentang iadanya 

itindak ipidana. 

b. Melakukan itindakan ipertama ipada isaat iditemukan ikejadian. 

c. Menyuruh iberhenti iseseorang itersangka idan imemeriksa itanda 

ipengenal idiri itersangka. 

d. Melakukan ipenangkapan, ipenahanan, ipengeledahan idan ipenyitaan. 

e. Melakukan ipemeriksaan idan ipemyitaan isurat. 



f. Mengambil isidik ijari idan imemotret iseseorang. 

g. Memanggil iseseorang iuntuk ididengar idan idiperiksa isebagai 

itersangka iatau isaksi. 

h. Mendatangkan iseseorang iahli iyang idiperlukan idalam ihubungan 

idengan ipemeriksaan iperkara. 

i. Mengadakan ipenghentian ipenyidik 

j. Mengadakan itindakan ilain iyang imenurut ihukum ibertanggung 

ijawab. 

2. Penyidik isebagaimana idimaksud idalam ipasal i6 iayat i(1) ihuruf ib 

imempunyai iwewenang isesuai idengan iUndang-Undang iyang imenjadi 

idasar ihukumnya imasing-masing idan idalam ipelaksanaan itugasnya idi 

ibawah ikoordinasi ipenyidik itersebut idalam ipasal i6 iayat i(1) ihuruf ia. 

Selanjutnya iyang idimaksud idengan ipenyidik ipegawai inegeri isipil 

itertentu iyang idiberi iwewenang ikhusus ioleh iUndang-Undang 

isebagaimana iyang idimaksud idalam iPasal i6 iayat i(1) ihuruf ib, 

ipenjelasan idari ibab i7 iayat i(2) iKUHAP imemberi ipenegasan ibahwa 

iyang idimaksud idengan ipenyidik ipegawai inegeri isipil imisalnya ipejabat 

ibea icukai, ipejabat iimigrasi idan ipejabat ikehutanan iyang imelakukan 

itugas ipenyidikan ioleh iUndang-Undang iyang imenjadi idasar ihukum 

imasing-masing idan idalam ipelaksanaan itugasnya iberada idi ibawah 

ikoordinasi idan ipengawasan ipenyidik idari ipejabat. 



BAB IV 

PENYELESAIAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH 

UMUR PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK 

JELUTUNG KOTA JAMBI 

 

A. Penyelesaian Kejahatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Yang 

Dilakukan Anak Di Bawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah 

Hukum Polsek Jelutung Kota Jambi 

Penyelesaian pengurusan kasus pidana pada anak pastinya memiliki 

perbedaan terhadap pengurusan kasus pada orang dewasa, pengurusan pada anak 

memiliki sifat khusus dikarenakan disusun dengan ketentuan tersendiri. 

Pengertian pada proses pengurusan kasus anak memiliki kemungkinan 

masyarakat belum paham atau mengerti, sehingga terkadang terdapat komentar 

yang berbeda-beda, dan yang paling buruk apabila terjadi salah persepsi bahwa 

pengurusan pada anak terutama pada anak yang memiliki konflik hukum 

memperoleh perilaku yang istimewa dan terdapat juga tanggapan pada anak tidak 

bisa dihukum namun tidak tidak seperti itu, cuman prosesn pengaturannya 

disusun secara khusus.25 

                                                           
25 R. Wiyano, sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penerbit sinar 

grafika hal. 34 



Harus dimengerti bahwa mengenai pengurusan anak yang berhadapan 

dengan hukum perlu dilandasi dari berbagai ketetapan perundang-undangan yang 

memiliki sifat khusus, yaitu: 

 Undang-undang RI Nomor  11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan 

Pidana Anak, yang sebelumnya Undang-undang RI No. 3 Tahun 1997; 

 Undang-undang RI Nomor  35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas 

Undang-undang RI Nomor  23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak; 

 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai 

Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua 

Belas) Tahun; 

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan 

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; 

 Peraturan Jaksa Agung Nomor 06/A/J.A/04/2015 mengenai Pedoman 

Pelaksanan Diversi. 

Sistem peradilan pidana anak ialah keutuhan proses penanganan kasus 

anak yang berhadapan dengan hukum dari proses pemeriksaan hingga proses 

pembinaan sesudah melewati tahap pidana yang sesuai dengan perlindungan, 



keadilan, tanpa diskriminasi, kepenting paling baik untuk anak, perhargaan pada 

anak, keberlangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsional, perampasan 

kemerdekaan dan pemidanaan yang menjadi hal terakhir dan penghindaran 

balasan  (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU  RI  Nomor 11 Tahun 2012 

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak).26 

Pada sistem peradilan anak bahwa pada anak ialah anak yang mempunyai 

konflik terhadap hukum, anak merupakan korban dan anak yang sebagai saksi 

pada perubatan pidana. Anak yang memiliki konflik terhadap hukum ialah 

anak yang sudah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang dinilai 

telah membuat perbuatan pidana; Anak yang merupakan korban ialah yang 

belum berusia 18 tahun yang mendapatkan penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian finansial yang dikarenakan perbuatan pidana; Anak yang sebagai saksi 

ialah anak yang belum berusia 18 tahun yang bisa memberikan kesaksian untuk 

keberlangsungan proses hukum dari pemeriksaan, penuntutan, serta sidang 

pengadilan mengenai sebuah perkara pidana yang didengarkan, diamati, dan/atau 

dirasakan. 

Pada perbuatan pidana yang dibuat oleh anak sebelum mencapai usia 18 

tahun dan diusulkan pada persidangan setelah anak telah melewati batasan usia 

18 tahun namun jika belum sampai usia 21 tahun anak tetap diusulkan untuk 

persidangan anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor  11 Tahun 2012 

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). 

                                                           
26Ibid hlm 36 



Kemudian bagian anak yang belum berusia 12 tahun membuat atau dinilai 

terlibat perbuatan pidana, maka pemeriksa, pendidik kemasyarakatan, mengambil 

keputusan agar diserahkan ke orang tua/wali atau mengikut sertakannya pada 

program edukasi, bimbingan kepada lembaga pemerintahan atau pelaksanaan 

kesejahteraan sosial yang mengurus bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU 

Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 PP 

RI Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak 

yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).27 

Jika pada kasus dewasa (umur 18 tahun keatas) masing-masing tahap 

penyidikan tidah harus didampingi orang tua/wali tetapi pada kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum harus didampingi orang tau/wali. 

Pihak-pihak yang berhubungan pada tahap peradilan pidana anak yaitu 

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembina Kemasyarakatan, serta Pekerja 

Sosial 

 Penyidik ialah Penyidik Anak; 

 Penuntut Umum ialah Penuntut Umum Anak; 

 Hakim ialah Hakim Anak; 

 Pembina Kemasyarakatan ialah petugas fungsional penegak hukum yang 

melakukan pengkajian kemasyarakatan, pembinaan, pemeriksaan, 

pendampingan anak didalam dan diluar tahapan peradilan pidana; 

                                                           
27 Irma Setyowati Soemantri, S.H. Aspek hukum Prerlindungan anak 

hlm 57  



 Pekerja sosial ialah seseorang yang bekerja untuk instansi pemerintahan 

ataupun swasta yang mempunya kemampuan dan keahlian pada pekerjaan 

sosial dan memliki rasa peduli pada pekerjaan sosial yang didapatkan dari 

pendidikan, dan/atau memiliki pengalaman pada pekerjaan sosial dalam 

melakukan persoalan sosial. 

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak 

Penyidikan dilaksankan oleh pemeriksa yang ditentukan sesuai dengan 

ketetapan kepala kepolisian atau pejabat lainnya yang dipilih oleh Kepala 

Kepolisian RI sementara penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang 

ditentukan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lainnya yang 

dipilih oleh Jaksa Agung. Saat pelaksanaan pemeriksaan pada kasus anak, 

pemerika harus mendapatkan sebuah saran atau konsultasi dari Pembina 

kemasyarakatan sesudah perilaku pidana dilaporkan atau disampaikan, 

selanjutnya Balai Penilitian Kemasyarakatan harus memberikan peneltian yang 

dihasilan kemasyarakat selambat-lambatnya 3 hari semenjak permohonan 

pemeriksa. 

Saat melaksanakan pemeriksaan pada anak korban pemeriksa perlu 

mendapatkan laporan sosial pada pekerja sosial atau pekerja kesejahteraan 

sosial sesudah perilaku pidana dilaporkan; kemudian pada anak yang 

dianjurkan menjadi anak yang memiliki konflik hukum (ABH) untuk 



proses pemeriksaan, penuntutan dan/atau penyidikan kasus anak pada 

pengadilan harus diusahakan diversi. 

Diversi ialah perpindahan penanganan kasus anak dari tahap peradilan 

pidana anak diluar tahapan peradilan anak, serta pada tahapan tersebut memiliki 

persayaratan, yaitu: 

1. Terancam pidan penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 

2. Serta tidak termasuk pengulangan tindak pidana. 

Kemudian selain ketetapan tersebut, diberlakukan juga untuk anak yang 

didakwa membuat perbuatan pidana yang terancam pidana penjara dibawah 7 

(tujuh) tahun dan didakwa juga dengan tindak pidana yang terancam pidana 

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang berbentuk dakwaan subsidiaritas, 

alternatif, kumulatif ataupun gabungan (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 

mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Diversi dilakukan dengan tujuan: 

 Meraih perdaiman terhadap korban dan pelaku; 

 Menangani kasus anak diluar tahap peradilan; 

 Mencegah anak dari perampasan kemerdekaan; 

 Membantu masyarakat dalam ikutserta; 

 Serta menumbuhkan perasaan tanggung jawab terhadap anak. 

Tentunya pada prosedur Diversi, semua pihak yang terlibat yaitu anak, 

orang tua, korban dan/atau orang tua/wali, konsultan masyarakat serta pekerja 



sosial profesional, didasarkan pada metode keadilan restoratif, artinya kasus 

pidana yang mengaitkan pelanggar untuk menyelesaikannya permasalahan 

tersebut, korban dan pihak hak terkait lainnya bersama-sama mencari solusi yang 

adil, dengan memfokuskan restitusi kepada kondisi awal.  

Dilihat dari hasil kesepakatan diversi, perdamaian bisa berbentuk: 

dengan atau dengan imbalan, pengembalian ke orang tua/wali, berpartisipadi 

pada edukasi/bimbingan pada lembaga pendidikan atau LPKS, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Jika tercapai kesepakatan, masing-masing pejabat yang 

bertugas melaksanakan pemindahan akan mengeluarkan pemberhentian 

pemeriksaan, pemberhentian penuntutan, serta pemberhentian pengamatan kasus, 

serta jika terpenuhi maka tahap penyidikan dilakukan. Kemudian apabila tidak 

ada kesepakatan untuk durasi yang ditetapkan maka konsultan masyarakat harus 

melaporkan pada pejabat agar menindaklanjuti tahap penyidikan. 

Tahap Penyidikan Anak 

Penyidik, penuntut umum, pembina masyarakat dan/atau pemberi bantuan 

hukum serta pejabat lainnya tidak mengenakan jubah atau atribut resmi pada 

pemeriksaan kasus anak, korban anak dan/atau saksi anak (Pasal 22 Undang-

undang Nomor  11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), maka 

dalam masing-masing proses pemeriksaan, anak harus diberikan bantuan hukum 

dan didampingi oleh pembina atau pendamping masyarakat berdasarkan 

ketetapan yang berlaku. 



Bahwa berhubungan pada penahanan pada anak (Pasal 32 UU Nomor 11 

Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu: 

 Anak-anak tidak boleh ditahan ketika mereka dijamin oleh orang tua atau 

instansi mereka bahwa mereka tidak akan melarikan diri, menghancurkan 

barang bukti atau merusak barang bukti, atau melakukan kembali kejahatan; 

 Penahanan bisa dilaksanakan dengan ketentuan: 

o Usia anak adalah 14 (empat belas) tahun; 

o Dinilai membuat perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman 7 

tahun atau lebih. 

Penahanan pada anak jelas memiliki perbedaan dengan terdakwa 

{dewasa} dan pada penahanan untuk anak yang melanggar hukum, yaitu: 

1. Penahanan yang dilakukan pemeriksa selambat-lambatnya 7 hari dan bisa 

ditambah oleh Penuntut Umum menjadi 8 hari. Sementara pada terdakwa 

dewasa ialah 20 hari atau penambahan menjadi 40 hari. 

2. Penahanan yang dilakukan Penuntut Umum ialah 5 hari untuk yang terlama 

dan bisa ditambah oleh Hakim selama 5 hari. Sedangkan pada terdakwa 

dewasa ialah 20 hari dan penambahan selama 30 hari. 

3. Penahanan hakim selama 10 hari selanjutnya ditambahn menjadi 15 hari 

oleh Ketua PN. Sementara terdakwa dewasa ialah 30 hari dan bisa ditambah 

menjadi 60 hari. 

Tahap penyidikan terhadap sidang pengadilan 



Penyidikan kembali terhadap anak di pengadilan tingkat pertama 

dilaksanakan oleh hakim, tetapi ketika Ketua Pengadilan memeriksa kasus anak, 

sulit untuk meninjau kasus anak dalam kasus tindak pidana yang dapat dipidana 

7 tahun. atau lebih di penjara. Hakim yang memeriksa kasus anak pada 

persidangan anak diungkapkan secara tertutup kepada umum terkecuali untuk 

membacakan putusan. Selanjutnya pada proses persidangan (Pasal 55 Undang-

undang Nomor  11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim 

harus menyuruh orang tua/wali atau pendamping atau bantuan hukum yang lain, 

apabila orang tua/wali atau wali tidak datang, persidangan akan diselenggarakan 

oleh pengacara atau pemberi bantuan hukum yang lain dan/atau konsultan 

masyarakat untuk dilanjutkan. 

Jika anak korban atau anak saksi tidak dapat bersaksi di depan sidang 

pengadilan, hakim bisa menyuruh untuk mendengarkan pernyataan anak korban 

atau anak saksi dengan perintah perekaman elektronik yang dilaksanakan oleh 

konsultan masyarakat yang dihadiri pemeriksa atau Penuntut Umum dan 

Pengacara atau Pemberi bantu hukum, dengan penyidikan jarak jauh atau 

teleconference (Pasa 58 UU RI Nomor  11 Tahun 2012 mengenai Sistem 

Peradilan Pidana Anak). 

Sebelum hakim membuat putusan bisa diberikan kesempatan untuk orang 

tua/wali/pendamping dalam mengungkapkan sesuatu yang berguna untuk sidang 

terbuka bagi umum serta bisa tidak dihadiri oleh anak. 



Hukuman yang diberikan pada anak yang memiliki konflik hukum bisa 

diberikan pidana dan perilaku, serta anak hanya bisa diberikan pidana atau 

dikenai sesuai dengan ketetapan Undang-Undang tersebut. 

Pada anak yang memiliki konflik hukum yang belum berumur 14 tahun 

hanya bisa diberikan perilaku bukan pemidanaan, yang mencakupu dikembalikan 

ke orang tua, diberikan ke seseorang, pengobran di RSJ, serta pengobatan pada 

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), diwajibkan untuk ikut 

pendidikan forma dan/atau bimbingan yang lakukan pemerintah atau swasta, 

pelepasan Surat Ijin Mengemudi, serta perbaikan dari efek perilaku kejahatannya. 

Sementara anak yang telah berumur 14 tahun keatas bisa diberikan pidana yang 

berbeda-beda, seperti pada Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yaitu: 

1. Pidana utama yang mencakup: a. pidana ancaman; b. pidana bersyarat 

(bimbingan untuk instansi, layanan publik, pengontrolan); c. bimbingan 

kerja; d. bimbingan untuk instansi dan penjara. 

2. Pidana tambahan berbentuk pengambilan keuntungan yang didapat dari 

perilaku kejahatan, memenuhi kewajiban adat. 

Jika pada hukuman materil, anak yang memiliki konflik hukum terancam 

pidana kumulatif seperti pidana penjara dan denda, sehingga pidana denda 

diubah menjadi bimbingan kerja tercepat 3 bulan dan terlama 1 tahun. Pidana 

untuk batasan kebebasan yang diberikan pada anak terlama setengah dari 

maksimal pidana penjara yang diberikan pada terdakwa dewasa (Pasal 79 ayat 2 



Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana 

Anak), sementara pada ketetapan minimum khusus pidana penjara tidak 

diberlakukan pada anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor  11 Tahun 2012 

mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Anak yang ditahan dengan yang memiliki konflik hukum diletakkan di 

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sementara lokasi anak melewati 

masa hukumannya diletakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). 

Selanjutnya untuk lokasi anak memperoleh layanan sosial berlokasi di Lembaga 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). 

Dari keputusan hakim untuk tingkat pertama, untuk anak yang memiliki 

konflik hukum ataupun Penuntut Umum pastinya bisa melaksanakan usaha 

hukum selanjutnya yaitu banding, kasasi, serta pemeriksaan ulang. 

Pada anak yang diajukan menjadi anak yang memiliki konflik hukum 

yakni anak korban dan anak saksi yang memiliki hak terhadap seluruh 

perlindungan dan hak yang disusun dari ketetapan kebijakan undang-undang. 

Dari hasil  penelitian  yang  penulisan  lakukan  di  Polsek  Jelutung  

jumlah  kasus  penyelesaian kejahatan  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  

dalam  tiga  tahun  terakhir  yakni  pada  tahun  2019  s/d  2021  sebagaimana 

dibuktikan oleh tabel di bawah ini ; 

Tabel I 

Kasus penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur yang telah diproses 

secara hukum oleh Polsek Jelutung 



Tahun 2019-2021 

No  Jenis pelanggaran Pasal yang 

dilanggar 

 Tahun  Jumlah 

   2019 2020 2021  

1. Maling motor  362 KUHP 10 17 5 22 

2. Tauran  358 KUHP 15 9 9 33 

 JUMLAH     55 

Sumber data : Polsek Jelutung 2021 

Dari Tabel I, bisa diketahui,  bahwa  kasus  kejahatan  yang  dibuat  anak  

dibawah  umur  yang  diproses  secara  Diversi  selama  tiga  tahun  terakhir  

yakni  2019  s/d  2021  sebanyak  55  kasus.  Diproses  kasus  tersebut  dilakukan  

secara  Diversi  menurut  Yudhi  Saputra  Penyidik  Polsek  Jelutung  mengatakan  

bahwa  Penyidik  pertama-tama  membawa  pelaku  tindak  Pidana  kejahatan  

anak  dibawah  umur  untuk  diamankan  terlebih  dahulu  1x24  jam  dipolsek,  

kemudian  pelaku  dibawa  ke  balai  Pemasyarakatan  (Bapas).  Dari  sekian  

banyak  kasus  kejahatan  dibawah  umur  merupakan  kejahatan  istimewa  

karena  pelakunya  dibawah  umur.  Tetapi  ada  beberapa  dari  keluarga  korban  

yang  tidak  terima  pelaku  tidak  dihukum  atas  kejahatan  yang  diperbuat,  



sehingga  penyidik  dan  bapas  melakukan  penyelesaian  secara  diversi  

dikarenakan  pelaku  masih  dibawah  umur. 28  

Dari tahun ketahunan kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur 

terjadi penurunan karena pemidanaan dalam upaya memberikan perlindungan 

demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria atau standar berat ringannya 

pemberian sanksi bukan hanya dilihat atau diukur secara kuantitatif, melainkan 

oleh dasar pertimabangan berat ringannya saksi (terutama sanksi pembinaan di 

lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi unruk 

dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancam 

Untuk  kasus  kejahatan  yang  dilakukan  anak  dibawah  umur  yang  

diselesaikan  hanya  pada  tahap  penyidikan,  penyidik  mengacu  atau  

berdasarkan  pada  Surat  Penyidikan  Perkara  (SP3)  yang  diatur  pada  Pasal  

109  ayat  (2)  KUHP  yaitu  : 

1. Tidak cukup bukti, yakni pemeriksa tidak mendapatkan cukup bukti untuk 

mengadili pelaku tindak pidana, atau alat bukti yang diperlukan penyidik 

tidak dapat membuktikan kesalahan pelaku. 

2. Dugaan kejadian tersebut tidak termasuk tindak pidana. 

3. Jika penyidik diberhentikan sesuai dengan hukum, jika ada alasan 

pembatalan hak untuk menuntut dan hilangnya hak untuk melakukan 

kejahatan, yakni karena tindak pidana dan alasan lainnya, alasan ini dapat 
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digunakan. Impunitas untuk satu kejahatan, kematian pelaku atau 

berakhirnya kasus pidana. 

SP3 merupakan surat perintah penghentian penyidikan atau disebut 

dengan SP3, yaitu surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh pemeriksa kepada 

penuntut umum yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasus telah diberhentikan. 

Menurut Bapak Yudhi Saputra biasanya SP3 dikeluarkan apabila salah 

isatu pihak mencabut laporannya di kepolisian dan terjadinya perdamian antara 

kedua belah pihak.29 

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Kejahatan 

Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah 

Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi  

Dalam menganalisis mengenai kendala pada penyelesaian terhadap kasus 

kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur di wilayah Hukum Kepolisian 

Sektor Jelutung Kota Jambi 

Kendala ialah sebuah akibat yang terjadi dikarenakan terdapat kekurangan 

sempurnaan. Kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan dan 

berkembang, serta hukum yang tidak bisa menyusun semua hal dikarenakan 

manusia selaku pencipta hukum yang memiliki kapabiltas yang terbatas. Dari hasi 

tanya jawab dengan Aipda Rifki Feriska, S.H bahwa hambatan yang dirasakan 

oleh Penyidik Polsek Jelutung pada pelaksanaan tahap diversi yang merupakan 
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bentuk dalam pemberian perlindungan untuk anak berhadapan dengan hukum, 

yaitu: 

1. Tidak terdapat bantuan hukum 

Ketika berhadapan dengan hukum, baik anak-anak ataupun orang dewasa 

harus mendapatkan bantuan hukum untuk mempercepat proses kasus yang 

alami. Tidak semua orang bisa dan mampu menemukan atau membayar 

advokat atau penasehat hukum yang dipercaya dapat membantu meringankan 

hukuman anak mereka. Bisa jadi anak tersebut merupakan anak yang orang 

tuanya tidak berkecukupan, dan sulit mendapatkan bantuan hukum.30 

2. Keluarga korban tidak mengharapkan pelaku dibebaskan 

Seperti disebutkan diatas, jika anak mendapat perspektif baik dari keluarga 

korban atau berdamai dengan korban, itu bisa dialihkan. Jika keluarga korban 

telah dirugikan atau dihina, terlepas dari kekecewaan akibat kejahatan, korban 

akan terus berusaha untuk pelaku dihukum sesuai dengan perilakunya. 

3. Sudah melakukan kejahatan 2 kali 

Ketika anak pertama kali membuat pelanggaran atau kejahatan memiliki 

dampat untuk masa depannya, serta bisa saja terjadi penggulangan 

perbuatannya kembali, maka dr itu anak tersebut harus diatasi secara efektif 

dan istimewa, secara istimewa akan mengecilkan kemungkinan pada anak 

dalam mengulangi pelanggaran atau kejahatannya. 
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4. Keterbatasan waktu  

Pada masa pehananan jika memang ditahan pasti akan melakukan sidang, 

masa penahan awal selama 7 hari, perpanjangan lama waktu yang diterima 

melebh pada masa penahan awal. Pada kasus tersebut dilimpangkan 

kekejaksaan. Beda dengan dewasa karna anak sangat singkat waktu yang telah 

ditentukan 

5. Anak yang jauh dari orang tua  

Saat anak tersebut melakukan kejahatan pihak penyidik bingung untuk 

menghubungi siapa, karena anak tersebut tidak tinggal bersama orang tua 

maka sulit untuk dihubungi, tidak jelas bertempat tinggal dimana, dan tinggal 

bersama siapa 

6. Bukti autentik 

Terlebih dahulu penyidik melihat bukti autentik melalui akte kelahiran dan 

kartu keluarga, jika akte kelahiran atau kartu keluarga tidak ada, maka 

penyidik bisa menentukan anak yang melakukan kejahatan apakah anak 

dibawah umur atau dewasa. 

C. Upaya Yang Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Kejahatan Yang 

Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah 

Hukum Kepolisian Sektor Jelutung Kota Jambi  

Dalam hal menggambarkan keadaan kekeluargaan untuk menjalankan 

penyidikan anak yang memiliki konflik hukum, salah satunya ialah memakai 

sarana yang bisa menjadikan anak tersebut tidak merasakan ketakutan. Pemeriksa 



untuk mengatur anak yang merupakan pelanggar dari perbuatan pidana perlu 

berhati-hati dalam bertindak, yang berarti bahwa apabila perkara yang dibuat 

anak masih dikatakan perbuatan yang ringan, tidak harus dilaksanakan 

penahanan, sedangkan apabila perkaranya termasuk perbuatan pidana yang berat 

maka dapat dilaksanakan penahanan. 

Terdapat juga upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Bripka 

Martadiansyah, S.H. untuk menanggulangi upaya yang timbul dalam penegakan 

kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur dalam proses penyidikan terhadap 

anak ialah pihak penyidik melakukan diversi perdamaian diluar pengadilan, peran 

orang tua ada karena dalam kepolisian hanya menyelesaikan kasus pidananya, 

peran orang tua sangatlah penting supaya membimbing anak untuk tidak 

mengulangi kejahatan tersebut. Mereka harus membuat surat pernyataan,dan anak 

tersebut wajib lapor karena pihak kepolisan atau penyidik berhati-hati supaya 

anak tersebut untuk tidak mengulangi lagi ditingkat penyidikan. Penyidik, 

kepolisian, orang tua, serta bapas termasuk dalam upaya penyelesaian kejahatan 

yang dilakukan oleh anak. Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan khusus 

anak atau pengacara anak-anak dari Negara. Penyidik memanggil orang tua untuk 

memberi nasehat, arahan kepada orang tua dan anak.  

 

  



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari skripsi ini maka kesimpulan yang saya dapatkan adalah : 

1. Pemakaian diversi pada penanganan kasus anak pembuat kejahatan ialah 

sebagai bentuk dalam menghindari anak dari pelanggaran hukum yang hak 

mereka selaku anak jika dikaitkan pada sistem peradilan pidana. Sehingga, 

akan menjadi baik jika diberlakukan diversi pada penyelesaian persoalan anak 

yang berhadapan pada hukum. Konseptual diversi dihadapkan dengan 

keterangan tahapan persidangan dengan sistem peradilan pidana akan 

memunculkan banyak bahaya terhadap kebaikan anak. Tujuan dilakukan 

diversi ialah bahwa anak yang berhadapan pada hukum bisa mempunyai 

peluang yang baik dalan memperoleh penyembuhan secara kejiwaan dan 

bersosialisasi kembali pada lingkungan bermasyarakat. 

2. Perlindungan anak pada konsep hak asasi manusia dan hukum pidana dimuat 

pada Undang-undang bermacam pengertian dan pembatasan terhadap anakpun 

disusun dengan jelas, bukan hanya pada Undang-undang Perlindungan Anak, 

tetapi pada Undang-undang yang lain. Banyak kejahatan yang dibuat oleh 

anak seringkali menyebabkan ketidaktentuan pada pelaksanaan hukum, 

melihat apakah anak tersebut membuat tindakan buruk atau telah membuat 

perbuatan kejahatan, anak-anak terjerumus dengan bermacam perilaku 

kejahatan berat atau memperoleh hukuman penjara. 



B. Saran 

Berdasarkan dari skripsi ini maka saran yang saya dapatkan adalah : 

Pihak kepolisian termasuk pemeriksa yang menjadi barisan paling depan 

yang perlu memilah perkara perbuatan kejahatan yang dilanjutkan sebagai 

tahapan peradilan seterusnya atau diberhentikan dengan otoritas diskresinya. 

Pemeriksa perlu menetapkan hal yang terbaik terhadap anak yang membuat 

kejahatan, diamati dari kepentingan paling baik oleh anak, sehingga dibutuhkan 

pemeriksa yang sangat memahami dan profesional dalam melakukan penyidikan. 

Pemeriksa perlu melakukan koordinasi pada instansi sosial dan instansi yang 

memiliki hubungan untuk menyelesaikan persoalan anak, khususnya Bapas. 

Pemeriksa perlu berkenan menjadi penyedia, pihak yang tidak memihak, dan 

penengah terhadap persoalan perkara anak yang merupakan perbuatan pidana 

yang dikerjakan dengan kekeluargaan, dan mampu memberi penjelasan terhadap 

mekanisme pengurusan paling baik untuk anak ataupun hak-haknya, khususnya 

bagi korban maupun keluarga. 
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